PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
S A : UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
=y LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UAD Kampus 2 Unit B, JI. Pramuka No. 5F, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta 55161, email : Ippm@uad.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Nomor : PD-003/SP3/LPPM-UAD/XI1/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga (14-12-2023), kami yang

bertandatangan di bawah ini :

1. Nama . Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan
(LPPM UAD), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama . Dr. Arif Rahman, S.Pd.I., M.Pd.1.
Jabatan : Dosen/Peneliti pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Ahmad Dahlan (UAD), selaku Ketua Peneliti, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK menyatakan setuju dan bermufakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian untuk

selanjutnya disebut Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1
DASAR HUKUM

(1) Hasil review/penilaian proposal yang dilakukan oleh Tim Reviewer Penelitian Internal UAD.

(2) Surat Keputusan Kepala LPPM UAD Nomor: L1/098/1.0/X11/2023 tanggal 09 Desember 2023 tentang Penetapan
Hasil Penliaian Proposal Penelitian Dana UAD Tahun Akademik 2023/2024.

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PENELITIAN

(1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima
pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa kegiatan penelitian sebagai berikut :

Skema : Penelitian Dasar

Judul penelitian : Madrasah Education Quality Reform: Improving Teacher Quality post Pendemic in
Indonesia

Jenis Riset . Dasar, TKT : 3

Luaran Wajib . Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3

(2) Jangka waktu pelaksanaan penelitian tersebut pada ayat (1) dimulai sejak ditandatangani SP3 ini sampai dengan

batas akhir unggah Laporan Akhir Penelitian pada tanggal 31 Juli 2024

Pasal 3



PERSONALIA PELAKSANA PENELITIAN

Personalia pelaksana penelitian ini terdiri dari :

Ketua Peneliti . Dr. Arif Rahman, S.Pd.I., M.Pd.l.
Pembimbing Do-
Anggota : 1. Fitria Nurma Sari, S.E., M.SEL

2. Mohd Izzuddin Mohd Pisol

Pasal 4
BIAYA PENELITIAN DAN CARA PEMBAYARAN

(1) PIHAK PERTAMA menyediakan dana pelaksanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp.
11.400.000,00 (Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)
LPPM UAD Tahun Akademik 2022/2023 dibayarkan melalui rekening bank atas nama Ketua Peneliti oleh Biro
Keuangan dan Anggaran (BKA) UAD sebagai berikut :

Nama . Dr. Arif Rahman, S.Pd.I., M.Pd.I.
Nama Bank : BANK SYARIAH INDONESIA
Nomor Rekening : 801211014220

(2) Tahap I sebesar 70% x Rp 11.400.000,00 = Rp 7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah),
dibayarkan setelah SP3 ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA telah mengunggah file kontrak
SP3 ini pada portal Penelitian UAD.

(3) Tahap II sebesar 30% x Rp 11.400.000,00 = Rp 3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah),

dibayarkan setelah (a) PIHAK KEDUA mengunggah Laporan Akhir Penelitian dan (b) luaran wajib penelitian
dinyatakan tercapai.

(4) Jika sampai pada batas akhir penelitian PTHAK KEDUA hanya dapat mengunggah Laporan Akhir Penelitian dan
TIDAK DAPAT merealisasikan luaran wajib, maka dana penelitian Tahap II hanya dapat dicairkan sebesar 15%.

Sedangkan, jika PIHAK KEDUA tidak mengunggah Laporan Akhir Penelitian dan TIDAK DAPAT merealisasikan
luaran wajib, maka tidak berhak mendapatkan dana penelitian Tahap II.

Pasal 5
PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN

(1) Khusus skema Penelitian Dosen Pemula (PDP), peneliti wajib melakukan pembimbingan atau konsultasi dengan
dosen pembimbing penelitian paling sedikit 4 (empat) kali pembimbingan.

(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dalam hal-hal berikut.
a. penyusunan angket/kuesioner dan atau teknik pengumpulan data lainnya;
b. analisis data dan interpretasinya;

c. penyusunan hasil penelitian, pembahasan, penarikan kesimpulan;
d. penyusunan luaran penelitian.

(3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituliskan sesuai dengan template form
pembimbingan yang tersedia.

Pasal 6



JENIS LAPORAN PENELITIAN

(1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan mengungah laporan penelitian melalui portal Penelitian UAD yang terdiri
atas :
a. Laporan Kemajuan
b. Laporan Akhir

(2) Berkas Laporan Kemajuan digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi (monev) internal, diunggah selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret 2024.

(3) Berkas Laporan Akhir digunakan sebagai acuan pencairan dana Tahap II dan bahan pertimbangan berlanjut atau

tidaknya kontrak penelitian tahun jamak (multi years), diunggah selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2024.

Pasal 7
LUARAN WAIJIB PENELITIAN

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk merealiasikan luaran wajib penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam
proposal.

(2) PIHAK PERTAMA diperkenankan mengubah/merevisi jenis luaran wajib penelitian yang masih berada pada

skema/jenis riset yang diajukan atau yang lebih tinggi maksimal pada saat pengunggahan laporan kemajuan.

(3) Status MINIMAL luaran wajib yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut.
(i) accepted untuk jenis luaran artikel jurnal/seminar/konferensi, atau
(i1) telah terbit untuk jenis luaran buku dan book chapter (versi cetak atau versi online) yang sudah ber-ISBN dan
Hak Ciptanya, atau
(iii) diterima atau dibahas instansi pengguna untuk jenis luaran naskah kebijakan, atau
(iv) telah keluar Sertifikat untuk jenis luaran Hak Cipta, atau
(v) telah didaftarkan untuk jenis luaran Paten, Paten Sederhana, Desain Industri, atau
(vi) telah terwujud atau telah dilakukan uji laboratorium untuk jenis luaran purwarupa (prototipe), dan sejenisnya,
dibuktikan dengan dokumen hasil uji laboratoriumnya,
(vii) telah disepakati mitra pengguna untuk Dokumen Feasibility Study,
(viii) telah dipergelarkan oleh mitra pengguna untuk karya seni monumental.

(4) Status luaran wajib akan dievaluasi dan menjadi bahan pertimbangan pencairan dana luaran wajib sebesar 15% dari

total dana penelitian.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian, baik secara

administrasi maupun substansi.
(2) Pemantauan kemajuan penelitian dilakukan oleh Tim Monev yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA.
(3) Monev internal dilakukan terhadap dokumen Laporan Kemajuan yang diunggah oleh PIHAK KEDUA.
(4) PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan lanjut atau putusnya kontrak penelitian tahun jamak (ulti years)

berdasarkan hasil dari monev tahap II terhadap Laporan Akhir dan capaian luaran penelitian tahun berjalan yang
diunggah PIHAK KEDUA.



Pasal 9
TANGGUNGAN PENELITIAN DAN LUARAN PENELITIAN

(1) Peneliti dinyatakan memiliki tanggungan penelitian apabila sampai pada masa penerimaan proposal penelitian

periode berikutnya belum menyelesaikan kewajiban unggah Laporan Akhir Penelitian.

(2) Peneliti yang memiliki tanggungan peneclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan

mengajukan proposal penelitian pada periode tersebut.

(3) Peneliti dinyatakan memiliki tanggungan luaran penelitian apabila sampai pada masa akhir unggah Laporan Akhir

Penelitian, luaran wajib belum tercapai dengan status minimal seperti disebutkan pada Pasal 7 ayat (3).

(4) Peneliti yang memiliki tanggungan luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih diperkenankan

mengajukan proposal penelitian pada periode terdekat.

(5) Peneliti yang belum memenuhi luaran wajib sampai pada penerimaan proposal penelitian pada periode tahun

berkutnya tidak diperkenankan mengajukan proposal pada periode tersebut.

(6) Tanggungan penelitian dan/atau luaran wajib penelitian berlaku bagi Ketua dan Anggota peneliti dari Universitas
Ahmad Dahlan.

Pasal 10
SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN PENELITIAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan dan atau teguran atas kelalaian dan atau pelanggaran yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kontrak penelitian ini.

(2) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan perjanjian penelitian, jika PIHAK KEDUA tidak mengindahkan
peringatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) Segala kerugian material maupun finansial yang disebabkan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya
menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

(4) Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa :
(a) tidak diperkenankannya mengajukan proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) sampai
kewajibannya terselesaikan; dan atau
(b) tidak dapat mencairkan dana Tahap II; dan atau
(c) mengembalikan dana yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Ketentuan dalam Pasal 10 tersebut di atas tidak berlaku dalam keadaan sebagai berikut :

a. Keadaan memaksa (force majeur)

b. PIHAK PERTAMA menyetujui atas terjadinya keterlambatan yang didasarkan pada pemberitahuan sebelumnya
oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan Surat Pemberitahuan mengenai kemungkinan terjadinya
keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan sebaliknya
PIHAK KEDUA menyetujui terjadinya keterlambatan pembayaran sebagai akibat keterlambatan dalam

penyelesaian perjanjian penelitian.



Pasal 12

(1) Keadaan memaksa (force majeur) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah peristiwa-peristiwa
yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian serta terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PIHAK
KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA.

(2) Peristiwa yang tergolong dalam keadaan memaksa (force majeur) antara lain berupa bencana alam, pemogokan,
wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja diperpendek oleh pemerintah, kebakaran dan atau
peraturan pemerintah mengenai keadaan bahaya serta hal-hal lainnya yang dipersamakan dengan itu, sehingga
PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.

(3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, wajib dibenarkan oleh penguasa setempat dan
diberitahukan dengan surat pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK
PERTAMA kepada PTHAK KEDUA yang menyebutkan telah terjadinya peristiwa yang dikategorikan sebagai
keadaan memaksa (force majeur).

(4) PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan perjanjian kontrak ini
sampai pada batas waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK jika keadaanforce majeur dinyatakan telah selesai.

Pasal 13
INTEGRITAS AKADEMIK

(1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang
berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan
penelitian yang dilaksanakan.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana termaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan perselisihan tersebut melalui mediasi dengan Rektor sebagai atasan
langsung dari PIHAK PERTAMA yang putusannya bersifat final dan mengikat.

(3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek

penelitian.

Pasal 14
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI

(1) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Publikasi hasil-hasil penelitian harus dilandasi nilai-nilai luhur integritas akademik dalam melaksanakan kegiatan
tridharma perguruan tinggi dengan menghindarkan dari perbuatan seperti (a) fabrikasi; (b) falsifikasi; (c) plagiat; (d)
kepengarangan yang tidak sah; (e) konflik kepentingan; dan (f) pengajuan jamak.

Pasal 15
UCAPAN TERIMA KASIH

PIHAK KEDUA WAJIB mencantumkan nama pemberi dana penelitian yaitu Universitas Ahmad Dahlan sebagai
bentuk ucapan terima kasih (Acknowledgments) pada setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk

apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



Pasal 16
PENGUNDURAN DIRI

(1) Apabila PITHAK KEDUA mengundurkan diri atau membatalkan SP3 ini, maka PTHAK KEDUA wajib mengajukan
Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditembuskan kepada dekan fakultas ketua
peneliti yang bersangkutan.

(3) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 17
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap belum cukup dan perubahan-perubahan perjanjian akan diatur kemudian atas dasar
permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Surat atau Perjanjian Tambahan (addendum),
yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal.

(2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PHHAK PERTAMA,
AHpy
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PIHAK KEDUA,

2
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